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BAB I

PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini sangat pesatnya
sehingga memberikan manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat
manusia. Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru
bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara mandiri. Setiap orang

dapat mencari berita yang diinginkan sehingga setiap individu akan

mempunyai akses yang sangat bebas. Hambatan penerimaan informasi

dengan sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat individu yang ingin
mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Setiap orang memiliki
akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Ha ini
mengakibatkan masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang

berkembang,

Kemajuan teknologi informasi dan komunikas; yang telah dicapai
saat ini dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi
kehidupan umat manusia. Masyarakat pengguna internet saat ini tidak ada
yang tidak mengenal jejaring sosial dan media sosial. Saat ini masyarakat
pengguna sosial media mendapatkan berbagai layanan Jejaring sosial yang
memudahkan mereka untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak.
Jejaring sosial merupakan salah satu bagian media sosial yang saat ini sudah
menjadi kebutuhan sehari-hari, bangun tidur yang dilihat pertama kalj

Jejaring sosial entah itu mwitter atau sekedar liat update status facebook.



Media internet setmgai penyedia lysnan jjaring wial dun sosial
medin hagi macvarakan pade desarnys merapaban sbet hagi masyarakat hues
untill mengemubaban rendapatnys wvars hebas  Namun demikian  delem
mmmmMm.—menm
terhadap Lopemtingsn orang lam

Fenomena penggunasn sl media wat ini untuk mengemukakan
pendapatnva hegitu hebas dan lepac Pemilik akun wsinl media menpudi
tdek poduli apakah update satus, penyebaran berita & halaman wosinl
mediamva menyinggung orang lain atau tidak  Pada dasarnya berperilaka 4
media sosal ak ubahnya dengan berperilaku di dunia nyata (fuce -to-fice)
vaitu memakai ctika atau sopan santun. Sayangnya sekelompok orang
Indoncsia merasa berperilaku di media sosial itu bebas tanpa etika. apapun
bisa, schagai ekspresi kebebasan. Tidak adanya batasan norma dan beretika
di dunia maya ini-lah yang membuat sosial media seperti dua wis mata
uang Satw sisi memberikan manfaat positif ketika penggunanva
menvebarkan aura positif, disisi lain akan ada pengguna yang menvebarkan

Kehadiran media sosial, seperti Facebook, I'witter, Blog. Path, BBM.
dll. membawa perubahan jyang sangal radikal dalam berkomunikasi
Terlebih lagi media sosial tersebut dapatl diakses melalui telepon genggam
atau elepon scluler (ponsel) yang sctiap orang biss memiliknya Akibatnya,
scbagian orang Udah memahami Jampah bukum jika memabai media sl

scbagai tompal menuliskan sesualy yang merugikan pihak lan, sepert



menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, menyebarkan kabar bohong.

dil

Beberapa contoh kasus yang ada di sosial media diantaranya . kasus
pencemaran nama baik kasus yang menghebohkan adalah kasus penghinaan
vang dilakukan oleh Florence Sihombing, mahasiswi $2 Kenotariatan LUGM
Yogvakarta, yang menghina rakyat Yogyakarta melalui status-nya di Path
Florence bersiteru dengan karyawan SPBU yang menegurnya karena tidak
mau antre. Tapi, Florence justru menyerang rakyat Yogyakarta dengan
menyebut bangsat, miskin, tolol dan tak berbudaya. Atas penghinaan
tersebut Florence dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat |, dan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat
2 UU ITE. Florence yang sempat ditahan di tahanan Direktorat Krimmal
Khusus Polda DIY, meskipun akhirnya mendapatkan penangguhan
penahanan dengan jaminan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada (UGM). Namun demikian, karena perbuatannya tersebut Florence
mendapatkan sanksi dari Komite Etik Fakultas Hukum UGM menjatuhkan
sanksi skorsing satu semester. Selain itu Florence juga mendapatkan sanksi

sosial berupa hujatan dan cacian yang datang bertubi-tubi hingga harus
mendekam di penjara selama dua hari akibat tulisan statusnya di media
sosial.

Kasus lainnya yang juga menjadi pembicaraan pengguna sosial
adalah kasus tukang sate yang dituding menghina Presiden Jokowi di
facebook. Seperti diketahui, MA, mengedit potongan foto wajah Jokowi

dan Megawati. Kemudian wajah-wajah itu, ditempel pada foto tubuh model




porno dengan berbagai adegan. Lantas MA mengunggahnya ke akun
Jacebook anti Jokowi, dengan menyertakan komentar yang tidak pantas.
Akibat perbuatannya, ia dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 29 Juncto Pasal 4,
ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 310 dan 311
KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, pasal 27, 45, 32, 35n 36, 51 UU ITE.

Memperhatikan kasus-kasus yang diuraikan diatas maka etika dalam
menggunakan sosial media menjadi pedoman penting bagi para
penggunanya agar dapat menjaga tingkah laku dalam berinteraksi melalui
sosial media. Etika merupakan pedoman atau aturan moral untuk suatu
kondisi dimana seseorang yang berinteraksi melalui sosial media juga
dibutuhkan pemahaman hukum bagai para penggunanya. Dalam ranah
media massa, ada beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan
pemanfaatan media massa.

Selain undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh
lembaga legislatif ataupun pemerintah tersebut. Namun demikian dalam
pelaksanaannya peraturan tersebut tidak diketahui oleh semua lapisan

masyarakat.

Perihal Pencemaran nama baik dalam KUHP dapat dilihat pada pasal
Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan : Barang siapa sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,
yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam Karena
pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



Sementara itu pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU

ITE, menyebutkan lentang tindakan menujukkan penghinaan terhadap

orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE

menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal
27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) [lihat Pasal 45 ayat (1) UU ITE].

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE
tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam
KUHP yang lebih rinci. Dapat dikatakan bahwa penafsiran Pasal 27 ayat
(3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP.

Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran
nama baik.

Jika diperhatikan maka keterkaitan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE
dengan pasal-pasal dalam KUHP tentang penghinaan atau pencemaran
nama baik, khususnya dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP
diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas
Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menegaskan bahwa pasal tersebut
merupakan delik aduan. Ini berarti, perkara dapat diproses hukum jika ada

aduan dari pihak yang dihina.



1.2. Permasalahan

|. Bagaimanakah implementasi pasal 27 UU ITE terhadap kasus-kasus
pencemaran baik yang saat ini marak terjadi di sosial media?

2. Apa saja kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan

pasal 27 UU ITE?



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang  dalam berbagai  perundang-undangan

menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feif”

tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud

dengan perkataan “tindak pidana™tersebut. Secara harfiah perkataan “‘tindak

pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat

dihukum™. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah
manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.'

Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feif’ dengan perbuatan pidana.

Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang

dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal

Indonesia, istilah “perisitiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam

UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah

“peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan

oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.’

' PAF. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Ciy
chdung= hal.181.
Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Gratika, J
erjuno I’r0d|0d1kur0 2003, Asas-Asas Hukum Pidan
hal. 33

a Aditya Bakti.

akarta Timur, hal. 97.

a di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
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ada vang duancam dongan pidana penjara, tetaps berups prdens karungan den
denda sedanghan bojahatan dengan ancaman pulana penjars

Sementara My menurul cars merumuskannya, dibedakan s ndak
pidans formil dan tindsk pidans materil Tindak pudana formil adalah ndak
pidans yang diumushan scdemikian rupa schinggs memberikan i Daiwa
larangan \ang dirumushan adalah melah uban susti perbuaian TR Porumusan
undah pidans formil Gdah momcriuhan dan stau ek Bemeriukan mBuny 4
susty skibal tonemty davi perbusten sebagai syarat penyclesainn lndak pudane,
molainkan hanya pads porbusiane)s. Tiadeh. puduna mateni walah meninbulban
akibal yang dilarang Olch kasoms s, sipe yang menimbulkan shibe ey
dilarang itulah yang diparangpangienabian dus dipulne.



Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja
(dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja
adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau
16 mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana
aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut
Juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang
perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk
mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang
berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah
tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif
murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah
tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada
dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang

pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara
tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang,
tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu
benar-benar timbul.

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara
tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau
berlangsung lama atau berlangsung 17 terus menerus. Tindak pidana yang

dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam



dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang
berhak mengajukan pengaduan,

Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan
antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana
yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang
dibentuk menjadi :

I. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut
dengan bentuk standar;

2. Dalam bentuk yang diperberat;

3. Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara
lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu,
pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali
unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk
pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan
unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam
rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman
pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu
menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat
dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur
objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);



b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

¢. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain:

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam
kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP:

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut
Pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau
yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang
terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana

tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.’

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : a.
Sifat melawan hukum atau wederrechitelijkheid; b. Kualitas dari pelaku, misalnya
keadaan sebagai seorang pegawai negeri; ¢. Kausalitas, yakni hubungan antara
suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Selain itu. unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi

rumusannya.

7 p.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

hal 193-194.



b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

¢. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain:

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam

kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut

Pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau
vang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang
terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana

tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.’

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : a.
Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid; b. Kualitas dari pelaku, misalnya
keadaan sebagai seorang pegawai negeri; c. Kausalitas, yakni hubungan antara
suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi

rumusannya.

" P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Baku, Bandung,

hal 193-194.



5 1 R ' i
Menurut Moeljatno,* unsur tindak pidana adalah :

) ? — 4 §oaa
a. Perbuatan ity harus merupakan perbuatan manusia; Monistis adalah suatu

pandangan yang melihat Syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal,
yakni sifat dan perbuatan, Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip
pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah
tercakup di  dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan
pertanggungjawaban pidana kesalahan (criminal responsibility). Dualistis
adalah  pandangan yang memisahkan antara perbuatan  pidana dan
pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, tindak pidana hanya
mencakup criminal act dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak
pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak
pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang
yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-
Undang;
¢. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan:
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan
manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk
perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak

dipisahkan  dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana

¥ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung,
hal. 98



menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-

benar dipidana.

Menurut R. Tresna.” tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni
a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia),

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

¢. Diadakan tindakan penghukuman. Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan
tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan
vang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda
dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan
itu tidak selalu dijatuhi pidana. Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga
batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa
tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam
undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.

Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak
menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai
perbuatannya. Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis memang
tampak berbeda dengan paham dualistis. Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat
dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:'?

a. Perbuatan (yang);
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

d. Dipertanggungjawabkan.

:'DAdami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 80
Ibid, hal 81



Sementara ity, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci
unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ;'

a. Kelakuan (orang yang)

b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum:
¢. Diancam dengan hukuman:

d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);

e. Dipersalahkan atau kesalahan.

Cara Merumuskan Tindak Pidana Buku II dan Buku IiI KUHP berisi
tentang rumusan tindak pidana tertentu. Terkait cara pembentuk undang-undang
dalam merumuskan tindak pidana pada kenyataannya memang tidak seragam.
Dalam hal akan dilihat dari 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskan

tindak pidana dalamKUHP.'?

a. Cara Pencantuman Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana. Dapat dilihat
bahwa setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, yaitu:

I. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan ancaman pidana.

Cara yang pertama ini merupakan cara yang paling sempurna, terutama dalam

hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok atau standar dengan
mencantumkan unsur-unsur objektif Maupun unsur-unsur subjektif, misalnya
Pasal 378 KUHP (Penipuan). Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur
yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur
ini dapat dirinci secara Jelas dan untuk menyatakan seseorang bersalah
melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, semua unsur ity

harus dibuktikan dalam persidangan.

" Ibid, 23
 Ibid, hal, 115-12]



2. Dengan mencantumkan semua unsur  pokok tanpa kualifikasi dan
mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang paling banyak
digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP Tindak pidana
Yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi dalam

praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan tindak pidana diberi kualifikasi

tertentu.

. Hanva mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan mencantumkan
ancaman pidana. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan
vang paling sedikit. Terdapat pada pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 351 (1)

KUHP tentang Penganiayaan.

. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan. Dari sudut titik beratnya larangan. dapat
dibedakan antara merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil.

1) dengan cara formil disebut dengan cara formil karena dalam rumusan
dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu.
Jadi, yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini adalah melakukan
perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika
perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu

selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

2) dengan cara materil perumusan dengan cara materil ialah yang menjadi
pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan akibat
tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutl Tiuk
berat larangannya adalah menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan
apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi  persoalan.  Dalam

hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya
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2. Dengan mencantumkan  semua  unsur pokok tanpa kualifikasi dan

mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang paling banyak
digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana
yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi dalam

praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan tindak pidana diberi kualifikasi

tertentu.

LY
’

Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan mencantumkan
ancaman pidana. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan

vang paling sedikit. Terdapat pada pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 351 (1)

KUHP tentang Penganiayaan.

b. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan. Dari sudut titik beratnya larangan, dapat
dibedakan antara merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil.

1) dengan cara formil disebut dengan cara formil karena dalam rumusan
dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu.
Jadi, yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini adalah melakukan
perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika
perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu
selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

2) dengan cara materil perumusan dengan cara materil ialah yang menjadi
pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan akibat
tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik
berat larangannya adalah menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan
apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam

hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya




tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi

bergantung pada wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau

belum. Jika wujud perbuatan itu telah selesai, namun akibat belum timbul
tindak pidana itu belum selesai, maka yang terjadi adalah percobaan.
¢. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk yang

Lebih Berat, dan yang Lebih Ringan.

1) Perumusan dalam Bentuk Pokok Jika dilihat dari sudut sistem
pengelompokan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk standar
(bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih
ringan. Cara merumuskan dapat dibedakan antara merumuskan tindak
pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau
yang lebih ringan. Bentuk pokok pembentuk Undang-Undang selalu
merumuskan secara sempurna dengan mencantumkan semua unsur-
unsur secara lengkap.

2) Perumusan dalam Bentuk yang diperingan dan yang diperberat rumusan
dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari tindak pidana
yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang
kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal
dalam bentuk pokok (Pasal 364, 373, 379) atau kualifikasi bentuk
pokok (Pasal 339, 363, 365) dan menyebutkan unsur-unsur yang

menyebabkan diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu.




2.4. Pencemaran Nama Baik dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang

Hukum  Pidana (KUHP)
Pencemaran nama baik dalam  Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dikenal sebagai “penghinaan”. Penghinaan atau defamation
secara harafiah diartikan sebagai tindakan yang merugikan nama baik dan

kehormatan seseorang.

R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal
225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah
“menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya
merasa “malu” “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan
tentang “nama baik”, bukan ‘“kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan
yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam
lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam
KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321
KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat dilihat
bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka
penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan
perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang

banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh



dihukum seperti mencuri. menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan
perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310
KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar,
maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat

dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan

surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan

dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista
dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk
membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini
hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu
telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau

membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).
Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim,
sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh
terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi
dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).
Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan
menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk

membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau

membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.



Kejahatan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP tersebut
tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup apabila dapat dibuktikan
bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

4.  Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata
makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP,
mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain
“menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”.
“sundel”, “‘bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan
“penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R.
Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di
mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat
kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan,
dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak
seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Berikut Penjelasannya memberikan uraian pasal tersebut, yakni

diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:"’

a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar

negeri;

PR, Sugandhi, SH. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikwt Pernyelasannya. Usaha
Nasional: Surabaya, hal 337.
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b. menyuruh :
Y menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada

pembesar negeri
6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUI IP)

MenurutR. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP. yang diancam
hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu
perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu
tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari
kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh
melakukan kejahatan.'

Jika seseorang melakukan dan atau membuat nama orang lain tercemar,
maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 317 KUHP:

(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan
palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan. tentang

seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena
melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat

tahun.
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. | - 3 dapat dijatuhkan.

Akan tetapi jika maksud dari pengaduan orang tersebut bukan untuk membuat
nama orang lain tercemar (tetapi orang tersebut tahu bahwa yang ia adukan adalah

tidak benar), maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 220 KUHP:

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan

suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan,

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

' Ibid
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2.5. Ket i
éntuan Mengenaj Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kemaj : ;
Majuan teknolog; sangat potensial terhadap munculnya tindak pidana

ang b : .. ]
yang berbasiskan teknologi informasi (cybercrime). Internet dijadikan sebagai

med;
edia yang memudahkan seseorang untuk menunjang semua kegiatan yang
dilakukannya. Media internet dijadikan sebagai alat penyebaran informasi dan

sebuah media untuk berkolaborasi dan berinterakasi antar individu dengan

menggunakan komputer tanpa terhalang batas.

Pada umumnya bagji suatu masyarakat yang mengalami perubahan,
khususnya perubahan yang bersumber dari kemajuan teknologi akan lebih mudah
menghadapi masalah-masalah sosial. Apabila dipandang dari sudut alat
komunikasi, internet memiliki karakteristik khususnya dibandingkan dengan alat
komunikasi lainnya seperti telepon, surat, atau fax. Melalui internet pertukaran
informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang relatif
murah. Dengan memperhatikan karakteristik internet yang demikian khusus maka
internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan
berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (cybercrime)
seperti tindak tindak pidana pencemaran nama baik, perjudian, penipuan,
pornografi hingga tindak pidana terorisme (cyber terrorism).

Berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet,

dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Dalam UU ITE, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat

(3) jo. Pasal 45 ayat (1), yang masing-masing dikutip sebagai sebagai berikut :



mentransmisikan  dan oo ""iﬂji dan tanpa hak mendistribusikan dan atau
dan/atau dokumen elektronik -m uat dapat diaksesnva informasi elektronik
sana boil ™ yang bermuatan penghinaan danatau pencemaran

U " i
nSur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

|- Setiap orang; Orang adalah orang perseorangan, baik warga Indonesia warga
negara asing, maupun badan hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak: Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan
yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan
terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

3. Mendistribusikan dan‘atau  mentranmisikan  dan‘atau membuat  dapat
diaksesnya, Mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk
menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang
banyak.

4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto,
elektronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram,

teleks, telecopy atau sejenisnya. huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau

perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur

penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Larangan konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran

nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) adalah berusaha untuk



memberikan periindungan atas hak-hak  individu maupun institusar  dimana
PENERUNAAN  sctiap informasi melalyi  media yang menyangkut data pribadi
SESCOTENE Alau In<ti G harws dilakukan At peretujuan eang matitus ang
bersanghutan  Rila Sescorang menyebarkan watu yang data pribadi seseorang
melalui media internet, dalam hal ini hlog. tanpa seizin orang yang hersangk atan
dan bahkan menimbulkan dampak negatif bagi orang yang bersangkutan. maka
selain pertanggungiawaban perdata (ganti kerugian) sebagaimana diatur dalam
Pasal 27 Undang-U'ndang ITE, maka Undang- undang [TE akan memberikan
sanksi pidana bagi pelakunya.

Ketentuan mengenai sanksi pidana terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan
pidana UU ITE, vaitu pada Pasal 45 ayat (1) yang berbuny i

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ot
(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana pemjara paling lama &
(enam) wshun dan/atau denda paling banyak Rp!l 000000 000,00 (satu mliar
rupiah)”.

Sementara itu dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang vang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat () atau avar (2)
dipadana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) whun dan atau denda
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebaga: subjek
hukum.  Pengerian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagm
perbuatan yang berientangan dengan  undang-undang  Jdan  Undakan  vang
melalathan yang diancam hukwnan Adspun perbualan yang Jdilarang oleh
undang-undang (wederrechielyh) sdalah melabukan perbuatan  sbagamana
dimabsud dalam Pasal 27 sampa Pasal M Jdun mengekibaihan herugian bagl

orang lam



Pasal 36 berbunyi

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atay
melawan hukum melakuka

N perbuatan sebag

aimana dimaksud dalam Pasal 27
sampai dengan Py

al 34 yang mengakib

atkan kerugian bagi orang lain”

. Unsur-
unsur dari pasa| tersebut yaity - |

) Setiap orang; 2) Dengan sengaja dan tanpa hak
atau :

melawan hukum: 3) Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
P . "

asal 27 sampai Pasal 34: 4) Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.Delik yang

dimaksud dengan Pasal 36 adalah delik materiil atau delik perumusan materiil

yaitu delik yang bary dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang

dilarang. Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang

sebagaimana dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain
harus dibuktikan.

2.6. Pengertian Sosial Media

Perkembangan zaman terus melaju pesat diikuti dengan perkembangan
teknologi. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini juga dapat dilihat
beberapa perkembangan teknologi sosial media yang sudah maju pesat. Bahkan

mungkin perkembangan teknologi yang ada sudah jauh melampaui apa yang bisa

dibayangkan beberapa masa yang lalu.

Fenomena dari perkembangan teknologi sosial media yang ada dewasa ini
merupakan kemajuan dalam teknologi akses komunikasi. Secara garis besar
sosial media atau jejaring sosial adalah sebuah platform dan teknologi yang
memungkinkan dibuatnya konten interaktif, kolaborasi, dan pertukaran informasi
antara para penggunanya serta semua itu berbasis internet. Akses komunikasi
melalui sosial media saat ini semakin maju memudahkan masyarakat dalam

bersosialisasi. Kemudahan-kemudahan tersebut ditawarkan melalui munculnya
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hanyak “Mqumdmmm wes rang entuk Derinterak s

Mtan sebednr mencar b ibgran melabon dimna ey 8

Remajumn tebnologi komunikac tervebut shhirmys  dimanfasthan  oleh
Lhalaval raman umit mengM tuairaauban diri helapar  herbrans dan herman
Melalui media sovial vang Lini hak jamur hany ok remara « ang meman fanth ane 1
MiMWuMW.me wholah  bermam
pgame. dan stau sehedar untul mengic waktu luang

Menurut Chris Brogan (2010 11) dalam bukunya yang Serjudul Soe i
Media 101 Tactse and Tips 10 Develop Your Business Online mendefinmsikan

Social media sehagai berikhut

“Socsal media (s a mew set of communication and collaboration
1ools that enable many types of interac tions that were previously mot
avaulable 1o the common person”

(Sosial media adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaboras,
yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumesa tdak
tersedia untuk orang biasa).

Social media menurut Dailey adalah konten online vang  dibuat
menggunahan ichnologi penerbitan yang sangal mudah diakses dan erukur
Paling penting dan teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetaliu
orang, membaca dan berbagi berita sera mencan mformas: dan konfen.  \da
ralusan saluran sosial media ) ang boroperast di seluruh Jumia saat i Jengan lga

besar lacebook, | inkedin, dan tw wier



Menury; Wikiped;
1 ~ 3] 1
Kipedia, Sosial medig adalah g)aq berb
an orang unyyk Membuat, pe

gambar/videg

asis komputer yang
Memungkink

rbagi, atay bertukar informasi, ide. dan

alam Komunitag dan Jaringan virua| 'S

Sosial med;
edia i i [
adalah sebyap media online dimana Para penggunanya bisy
dengan Mmudah berpartisipasi.

berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring

I, foru T i ) -
m dan dunia virtual, Blog, Jejaring sosial dan wiki merupakan

bentuk medj ial v : :
dia sosial Yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh

dunia. Sosj ' , : ; . G
a. Sosial media Mmerupakan media online yang mendukung interaksi sosial

menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog

interaktif

Jika diperhatikan dari segi perangkat media, maka era baru media ditandai

dengan konvergensi media. Secara struktural konvergensi media berintegrasi dari
tiga aspek, yakni telekomunikasi, data komunikasi dan komunikasi massa dalam

satu medium.'®

Konvergensi media tidak hanya pergeseran teknologi atau proses teknologi,
namun juga termasuk pergeseran dalam paradigma industri, budaya, dan sosial
yang mendorong konsumen untuk mencari informasi baru.'’ Konvergensi media
terjadi dengan melihat bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain pada

tingkat sosial dan menggunakan berbagai platform media untuk menciptakan

pengalaman baru, bentuk-bentuk baru media dan konten yang menghubungkan

" htp://Awww.wikipedia.com, diakses tanggal 27 Desember 2015

'* Rulli Nasrullah, 2014, Teori dan Riset Media Siber. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal.
15

'" Henry Jenkins, 2006. Cony ergence Culture: Where Old Media and New Media Collide. NYU
Press. T\]L’\\ York. 2006.



Masyarakat secara soq; :
Osial. dan tidak hanya kepada konsumen lain. tetapi untuk

para produsen per L
Perusahaan media. Teori Konvergensi media yang diteliti oleh

Henry Jenkins pada tahun 2006, menyatakan bahwa konvergensi media
merupakan proses yang terjadi sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.
Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti
bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti
televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang
banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa
mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan internet bahkan yang
aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan
sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna sosial media dengan bebas bisa
mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan
berbagai model konten lainnya. Saat teknologi internet dan mobile phone makin
maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses
Jacebook atau twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya
dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa
mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus
informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena
kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media
massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Jika media tradisional
menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan
internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi

dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar,

serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas,



Sosial media berbentuk Jejaring sosial yang ada saat ini menawarkan
kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun
hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah umpan balik secara langsung, ide,
pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Sosial media yang ada
saat ini merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh
siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Sosial media menjadi bagian
yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan
salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Sosial Media
seperti blog, facebook, twitter, dan youtube memiliki sejumlah manfaat bagi
perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan
TV, brosur dan selebaran. Keuntungan lain dari sosial media adalah masyarakat
yang kehilangan kontak dengan teman dan kerabat dapat membangun kembali
silahturahmi yang telah lama terputus. Masyarakat bahkan bisa menuangkan ide

apapun dalam sosial media yang dimilikinya.



BAB II1

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang :

a. Implementasi pasal 27 UU ITE terhadap kasus-kasus pencemaran
baik yang saat ini marak terjadi di sosial media

b. Kendala penegak hukum dalam menerapkan pasal 27 UU ITE

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a. Manfaat Akademis : dapat memperkaya konsep atau teori yang

mendukung perkembangan hukum pidana khususnya yang terkait

dengan pencemaran nama baik yang terjadi di sosial media.

b. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan

untuk pengembangan penelitian sejenis. Penelitian ini juga diharapkan
mampu memberikan pemahaman yang jelas dan pasti terkait
pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Undang-undang Nomor. Il Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Manfaat Praktis : Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi dan  kontribusi  yang

jelas  dalam

mengklasifikasikan perkara terkait dengan pencemaran nama baik




khususnya pada media internet
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agar adanya suatu kepastian hukum



anan

METom FENELITIAN

yang dianghar  Menurg

Soetono Soekanta, Penelinan merupakan suaty hegiatan (miah yang didasark an
rada  metode. sstematiha  dan remikivan  tertentu  yang bertujuan  antuk

mempelajan sty atay beberapa  gejala  hukum

tertentu.  dengan  jalan
menganalisanva '

Nevuall i, maka uga diadakan pemeriksaan  mendatam

erhadap fakta hukum tersebut untuk hemudian mengusahakan swatu pemer ahan

atas permasalahan yang tmbul di dalam gejala yang bersangk utan

Peter Mahmud Marjuki merumuskan penelitian hukum sehaga: wans

proses untubh menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dokirin
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

Sementara menurut Soemitro, penelitian hukum  dibedakan  menjadi
penclitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum
normat! dilakuban dengan cara meneliti bahasan pustaha yang merupakan Juta

sehunder dan disebut Juga penclitian hukum kepustahaan  Penelitan hukum
sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer

" Saoryone Subanto den Sin Mamgl 2003, Penckitian Hkum Nommil, PT Raggraing | s,
dabharta, hal 1)

" Poter Marjuki, 2008, Ponclaian Hbam, (ot Ke 2 Ronvase, leharia, hal ¥

- Rowy Mamiyge Mosmun I1WEE Metadobog Ponetonan banom dun Junmetet Pustebs Myl
Y g abane, hal ¥



4.0 Jenis Penclitian

Menurt Mathias M Sieme dan [haithi Mae Sithigh  pemetaan penelitian

Mok dilabdan herdasarkan kerangha konseptual fonw av i ticd dfise plire

Jaw s Dmamitie « dhom low e wow ol oo

Metode merupaban cara yang uwtama yang digunakan untul mencape ety

weraan, untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadep:  Alan

wetap dengan mengadakan Klarifikasi yang herdasarkan podia pengalaman. g

ditentukan teratur dan terpikimya alur yang runtut dan btk untuk  mMenc P

maksud. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pueak m
pormati! atau penelitian hukum  kepustakaan.  yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti hahan pustaka atau data sehunder yang terdir: da
hahan hukum primer, bahan hukum sckunder, dan bahan hukum ferser Bahan-
hahan tersebut disusun secara sistematis, dikaj, kemudian ditark  uaty
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang ditehit
4.2, Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, digunakan penclitian hukum vang bervulis
deshriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberkan data vang
setcliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lmnnva. Makud
dan penclitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipote -hipotesa, sgar Japat
membaniu dan memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka menyusun teor-

leon baru

© Matlias M smhnt;u;l-hm 2D M L
downal 71 (3h hail 632 L luppiig Logal Keseurch, [he ¢ unbuidgs | sw



4.1. Jenis Penelitian

]\4€‘nlll ut {\1 i n cne an
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asarkan kers .
¢ I\erngk«.l I\I\I]HL‘I)I["—I' “law as practical dis f[’f“h’

law as humanitiey dan law ay social science.
Metode
merupakan c: ' [
pakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu

tujuan, untuk mencapai tinok w
: nencapai tingkat ketelitian. Jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan

tetapi dengan mengadakan Klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman. dapat
ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan baik untuk mencapai
maksud. Oleh karena itu. Jjenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. dan bahan hukum tersier. Bahan-
bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji. kemudian ditarik suatu
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
4.2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, digunakan penelitian hukum yang bersifat
deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksud

dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa. agar dapat

membantu dan memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka menyusun teori-

teori baru.

21 \fathias M. Siems dan Daithi Mac Sithigh, 2012, Mapping Legal Research, The Cambridge Law

Journal, 71 (3), hal 652



4.3, Pendekatan Penelitian

Pendekatan vang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

pcnclitinn kualitatif yaitu merupakan suatu penelitian untuk mencari kehenaran

secara ilmiah dan memandang obyek secara ilmiah dan memandang abryek secara

keseluruhan berdasarkan atas fenomena ilmiah dan dipergunakan whaga' dasar
untuk mengamat dan mengumpulkan informasi

4.4. Jenis Data Penelitian

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk

menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu. data harus selalu ada agar

permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian i jemis data

vang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang Dersii

sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data &

lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan
kuesioner dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
menyebarkan kuesioner kepada penyidik Polri di Subdit IV C yber Cnme Poida
Metro Jaya.

Data lain yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu
data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama. Data sckunder
diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan Kkepustakaan
(literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer.
bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalan
semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu
lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk pencgakannya

diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat



- ”
gara. Dalam penelitian inj bahan-h

ahan hukum primer yang berkaitan dengan

erusal liputi
p aan, melipuyt; berbagai undang-und

ang sebagai berikut:
l. Kitab Undang-un.
Ng-undang Hukum Pidana

2. Undang~Undang Nomor ||

tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Bahan hukuy ' .
m sekunder adalah seluryh informasi tentang hukum yang berlaku

atau vyan :

Yang pernah  berlaku atau semua informasi yang relevan dengan
permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis
akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik
yudisial juga)?®?

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamuskamus

hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum

dan semacamnya.”

4.5. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu
penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data
sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Dalam bukunya Soejono Soekanto
bahwa sumber hukum sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat yang terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3) Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

o tandyo Wignjosoebroto 2002. Hukum (Paradigma. Metode dan Dinamika Masalahnya),
Soetandy O , 2002,

ELSAM dan HUMA, Jakarta, hal. 155.

2 Ibid, hal. 155-156.
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Bahan hukum sekunder, vaity bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan

hukum primer seperti: |) Hasil-hasil penelitian. 2) Hasil karya ilmiah para

sarjana.

- Bahan hukum tersier. Yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti ensiklopedia, bahan dari internet, dan lain-lain.

4.6. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan
datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini
merupakan cara pengumpulan data dengan membaca. mengkaji, dan menganalisis
serat membuat catatan dari buku literatur. paraturan perundang-undangan.
dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara
mensistematika bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan
analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian
hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif
kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum vang
diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke
dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa
bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a)
sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.4
Selain itu untuk memperkuat hasil penelitian, maka dilakukan pencarian data

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Angket atau kuesioner
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merupakan suatu teknik pe _
' teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak

langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan
datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus
dijawab atau direspon oleh responden. Kuesioner merupakan metode penelitian
yang harus dijawab responden untuk menyatakan pandangannya terhadap suatu
persoalan,

4.7. Teknis Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum
memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat
ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan
data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses
vang dilakukan adalah dengan memeriksa. meneliti data yang telah diperoleh
untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam
bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul
lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka
selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Selain itu dalam teknis analisis data penulis menggunakan metode penafsiran
atau interpretasi. Kejelasan interpretasi akan berfungsi sebagai rekontruksi
gagasan yang tersembunyi di balik aturan hukum. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode penafsiran:

a. Penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan secara resmi oleh undang-

undang;



39

b. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui
makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa.
susun kata atau bunyinya.

c. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menafsirkan
undang-undang dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain

d. Penafsiran dengan teologi atau sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan

apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan




BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Mengenal Subdit 1V Cyber Crime Polda Metro Jaya
Satwan - Cyber  Crime berdasarkan  Keputusan  Kapolri No. Pol
KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah unsur pelaksanaan pada
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, tugasnya adalah
melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama
kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi.
telekomunikasi, serta transaksi elektronik. Direktorat Reserse Kriminal
Khusus (Reskrimsus) bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, yang meliput
keamanan/terorisme, korupsi/KKN, kejahatan kerah putih, ekonomi,
keuangan, dan kejahatan-kejahatan transnasional, koordinasi dan pengawasan

operasi dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan

peraturan yang berlaku.

Sementara itu fungsi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus

(Reskrimsus) adalah :
|. Pembinaan fungsi penyidikan/penyelidikan tindak pidana Khusus dan

kegiatan-kegiatan lain, yang menjadi tugas Direktorat Reskrisus dalam

Lingkungan Polda Metro Jaya,

2. Penyelengaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan  tindakan
pidana khusus dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada
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korban/ emaj .
pelaku remaja, anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum
sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

‘; el Ie) ey T a ' 2 X
3. Penyelengaraan pembinaan teknis termasuk koordinasi dan pengawasan

operasional dan administrasi penyidikan oleh PPNS

4. Pelaksanaan analisis setiap  kasus dan isu-isu menonjol  beserta

penanganannya dan mempelajari/pengkaji efcktivitas pelaksanaan tugas
satuan-satuan fungsi Reskrimsus.
Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Subdit IV/Bidang Cyber ( rime
1. Mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana vang

berhubungan dengan tehnologi informasi, telekomunikasi. transaksi

elektronik dan Haki.

[0 ]

Berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencari informasi

sebanyak-banyaknya khususnya yang berkaitan dengan perkembangan

teknologi komputer sebagai langkah antisipasi perkembangan kejahatan .

3. Mengkaji dan mengevaluasi perkembangan kejahatan yang menggunakan
komputer serta memprediksikan perkembangan yang akan terjadi.

4. Melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Reskrimsus dan
bertanggung jawab kepada Dir Reskrimsus.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Satuan Cyber Crime
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melaksanakan fungsi-
fungsinya sebagai berikut :

I. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik

. seperti carding, money laundering, pasar modal, pajak, perbankan, dil:




2. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi
dan informasi meliputi penyadapan telepon, penyalahgunaan VolP,
penipuan melalui telepon genggam;

3. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet seperti cyber
gambling, cyber terrorism, cyber fraud cyber sex, cyber narcotism, cyber
smuggling, cyber attacks on critical infrastructure, cyber balckmail, cyber

threatening, pencurian data, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,

dll;

4. Penyidikan kejahatan komputer: masuk ke system secara ilegal, Ddos

attack, hacking, tracking, phreacing, membuat dan menyebarkan yang

bersifat merusak, malicous code all viruses, worm, rabbits, trojan, dll;

5. Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HAKI), pirated software, rekaman suara, merubah tampilan

website, dll.

Dengan pengungkapan kasus-kasus cyber crime yang terus meningkat dari

waktu ke waktu, Satuan Cyber Crime Polda Metro Jaya nampak terus

menyempurnakan sistem pengungkapan kejahatan dunia maya dan komputer.

5.2. Jenis Kejahatan Sosial Media

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, pelaku kejahatan terus

aup keuntungan, salah satunya melalui

melakukan aksinya demi mer

kejahatan media sosial. Jenis-jenis kejahatan media sosial yang sedang

merebak saat ini, diantaranya:
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Penipuan melalyj Blackberry Massanger (BBM) dengan menawarkan

sejumlah barang elektronik dengan harga murah, dan korban terlebih

dahulu harus mentransfer sejumlah uang tetapi setelah ditransfer, barang
yang dijanjikan tidak dikirim
2 E_mailfraud(penipuan melalui email)
3. Penipuan melalui sosial media seperti

facebook dengan cara pelaku

membajak account facebook orang lain kemudian digunakan untuk

menipu rekan atau kolega pemilik account untuk meminta uang.

4. Penipuan carding, penipuan dalam bertransaksi dengan menggunakan

kartu kredit milik orang lain.

5. Penipuan dengan cara berpacaran melalui jejaring sosial seperti facebook
dan pelaku menawarkan sejumlah hadiah kepada korban, menurut
pengakuan pelaku, hadiah tersebut tertahan di bea cukai/bandara, dan
korban diminta untuk menebus hadiah tersebut dengan mentransfer
sejumlah uang tetapi setelah ditransfer ternyata hadiah tersebut tidak ada.

6. Penipuan melalui perkenalan melalui whatsapp, berlanjut dengan
berpacaran/hubungan dekat, kemudian pelaku berjanji ingin menikahi
korban, dan pelaku meminjam uang kepada korban dengan alasan ada
barang yang dikirim ke Indonesia namun tertahan di imigrasi, setelah

korban mentransfer ternyata barang tersebut tidak ada, dan pelaku tidak
dapat dihubungi kembali.
Subdit IV Cyber Crime tentang

Sementara itu berdasarkan data di

Laporan per Jenis Tindak Pidana yang diterima adalah sebagai berikut :
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Tabel 5.1 P is Ti i
er Jenis Tindak Pidana Yang Dilaporkan Ke Subdit IV

Cyber Crime Polda Metro Jaya

NO

Jenis Tindak Pidana ~ .
I' | Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Kesopanan/Porn

nan/Pornografi online
) Pencemaran nama baik /

penghinaan melalyj mtemet/Perbuatan tidak |

menyenangkan
|
Penjebolan/pengrusakan d —_— |
3 an enggunaa atat |
password/Pengrusakan data pefiggunaan  email  atau |
Penipuan melalui email —

4 | Penipuan melalui website

Penipuan melalui sms

Perjudian online

Penipuan dan penggelapan

Kejahatan Perbankan |

5
6
7 | Pencurian data/carding/Pemindahan data
8
9

Pengancaman |

10 | Penculikan

11 | Mengakses/Membajak data orang lain

12 | Memindahkan/Mentransfer informasi tanpa ijin

13 | Menyiarkan pembicaraan tanpa ijin
14 | HAKI

15 | Pemalsuan data

16 | Penyebaran Informasi Bohong

17 | Penggelapan

18 | Pemerasan melalui media elektronik

19 | Perseroan Terbatas

20 | ITE
21 | Fitnah ]

Pelanggaran Ras

22 PerlmdungaMﬂ
23 | Pencurian ATM J”—_J

24 | Telekomunikasi D




25 | Asuransi
26 | TPPU

27 | Penistaan Agama
28 | Kesehatan / Me

29 | Kebakaran
30 I"‘cmﬁlsunh'Wchsilc

31 | Terorisme

njualobataly wsiilegal

~ Sumber : Subdit IV Cyber Crime, 2015
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Tabel. 5.2. Rekapitulasi Per Jenis LP Cyber Crime Bulan Januari

s.d September 2015

_CC

Lab
, LP
JENIS TINDAK PIDANA - Rz
e € |p21 | 3P | Limpay | Pleitl
3 Forensik
Kejahatan terhadap Kesusilaan dan 91 ; | 6 "
I Kesopanan/Pornografi online
Pencemaran nama baik / penghinaan
2 | melalui internet/Perbuatan tidak 163 I 4 46 103
menyenangkan
3 Penjebolan/pengrusakan dan penggunaan 13 5 g
email atau password/Pengrusakan data
Penipuan melalui email
¥ Penipuan melalui website wt ] U 5 . o
Penipuan melalui sms
5 | Perjudian online 4 6 l
6 | Penipuan dan penggelapan 1 [
7 | Pencurian data/carding/Pemindahan data | 34 2 4 I 27
_E Kejahatan Perbankan
9 | Pengancaman 26 6 19
10 | Penculikan
I | Mengakses/Membajak data orang lain 36 1 3 I 14
12 | Memindahkan/Mentransfer informasi |
tanpa ijin
I3 | Menyiarkan pembicaraan tanpa ijin
14 | HAKI 3 i
!5 | Pemalsuan data 8 l - :
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" . .
16 | Penyebaran Informasi l!nhnng

17 | Penggelapan

18 | Pemerasan melalui media elektronik

N

Perseroan Terbatas
ITE
Fitnah

Pelanggaran Ras ]

Perlindungan Konsumen
Pencurian ATM

Telekomunikasi

Vs

ro
=

|

ra
—

| |

rJ
rJ

"

LS ]

to| to |ro
-

5 | Asuransi

26 | TPPU

27 | Penistaan Agama

28 | Kesehatan / Menjual obat aborsi ilegal
29 | Kebakaran

30 | Pemalsuan Website

31 | Terorisme

TOTAL 782 | 39 | 21 180
Sumber : Sub Dit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya, 2015

Lh

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data Laporan Perkara dan
Penyelesaian Perkara sepanjang bulan Januari s.d Nopember 2015 dalam tabel
berikut ini

Tabel 5.3. REKAPITULASI LP & SELRA TAHUN 2015 SUBDIT

1V/CYBER CRIME DIT RESKRIMSUS

NO | BULAN [ JUMLAH | JUMLAH SELRA | PROSES |

LP SELRA 1775317 7 sp3 | LIMPAH |
4+ —
] Januari 61 19 2 17 | 42 |
I . . ]

2 | Februari 88 19 4 | 15 |

] Maret 90 | 31 6 10 15

— S B = . 2

4 | April 100 | 22 3 3 16

5[ Mei 79 | 10 4 | ¢




—

" ;""" 92 5 e s 24 3
(7 [ Jali % | 27 7 | TR
'8 | Agustus » o @ 7 T e T a
9 [ Sepember | 92 | 4 2 SV R ST
10 | Okaober ! 1 1 1
LB |
T Teml T M2 T 21 e b S T SR A 1"
..~—--—-|r¢—- e IR Y S SR -251 B S—

e — -

Sumber Sub Dt [V C yber Crime Poada Metro Java, 201§

€3 Hasil Jawabas Hosposdes stas  pertamyaas  hscsioncr  leatang

Implementass Pasal 27 UL ITE dalam Aases Pemcemaran Nama Haik
di Sontal Media obeh Peayilih Sab Dut IV Cyber Crime Polda Metro
Jarva

[Dalam peoitume wntang pem omarse aama bk penelits me lak uhan
Upare pemeheran Laruemey Lopada rogumden pems sk s Linghungan Sub
Dat IV Cyber Crime Podds Moo lava Jawsban yang diberikan oleh
reponden dalam Lumamer ang Sberdan merupahan data pendubung
lainnya yang shan molonghaps dats yang diberihan oleh Sub Du IV Cyber
Crime Polds Mewo Jova Deta pondubung lnnya adalah berupa hasil
wWawancars dengan pampenan & Seb D IV Cyber (nime Polda Metro
Jaya

Kucsioner diberikan kepads 5 (hma) orang responden yang bertugas
schagai peny idik di linghungan Sub Dut [V Cyber Crime Polda Metro Jaya.
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T
abel. 5.4 Tabel Daty Responden p

enyidik Sup. Dit, 1V
Cyber Crime P

olda Metrg

aya,
No | Jens T pogm—
- ~ p.\ P
Responden | Kelamin H,_F.'n_dld‘ll‘m'j_ | Usia ™ Masa
ﬁ_“m__m 52|83 | 2530 [ 3140 | 41-58 | Kerja
L | Lakidlaki | Rl
— . (SN | 27
e O O e e s
30 th
3 Laki-laki T T———+ T
. i ) L
3 Laki-laki | ——
|
- —— | |
Jumlah | 1 |4 0 0 | i 4 |
l |

Sumber : Data Penelitian, tahun 2015

Berikut adalah hasil jawaban yang diberikan responden terhadap

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti dalam kuesioner yang telah

dibagikan.
Pertanyaan Nomor 1
3 (tiga) unsur pencemaran nama baik di sosial media yaitu : 1) Unsur

kesengajaan dan tanpa hak 2) Unsur mendistribusikan, mentransmisikan,

; ronik 3
membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik 3)

ama baik.
unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama be

[ E‘ ili ¢ T i bilﬂ; :c’lnﬂﬂ[

. ari responden
., dan tidak tahu maka diperoleh jawaban dart respon
setuju, setuju dan 1l
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* Sangat Setup

* Sety * Tidak Tahun

Sumber : Data Penelitan, lahun 2015

Pertanyaan nomer 2

Pasal 310 ayat (1) K1 HP, mencrangkan bahwa,

“menghina” adalah
me

nyerang kehormatan dan nama baik scscorang
Pasal 27 ayat (3) UL ITE "Setap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan  dan/atay mentransmisikan  dan/atay - membuat dapat
diaksesnya  informasi clektronik  dan/atay dokumen elektronik yang
bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pencemaran nama baik dalam ketentuan UU [TE diartikan  sebagai
perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahu;
umum.

Untuk pernyataan tersebut diajukan pertanyaan kepada responden apakah
ketentuan perundang-undangan tersebut telah diketahui oleh seluruh

responden? Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden diketahui
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bahwa kelima responden mengetahui tentang peraturan perundang-
undangan tersebut (100 %)

Gambar 5.2

Ketentuan Pencemaran Nama Baik

s Sudah Tahun = Ragu-Ragu = Baru Tahu Sekarang

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

Pertanyaan nomor 3

Pasal 36 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai
Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar

rupiah).
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Berdasarkan pe a
pertanyaan tersebut diggyg diketahui hah
I bahwa ke

) n h‘lkl"ll 'd[l {l”(“a kfjn (.l' [s I l |

Gambar 5.3

Ketentuan Pidana Perbuatan Melawan Hukum

= Sudah Tahun = Ragu-Ragu = Baru Tahu Sekarang

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

Pertanyaan nomor 4

Pasal 310 ayat (1) KUHP

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara

aling lama sembilan bulan atau pidana denda paline bariyal enfpa H

lima ratus rupiah.

Pasal 45 UU ITE

memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
2

), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan

(1) Setiap Orang yan

Pasal 27 ayat (1), a2t 2

ling
tahun dan/atau denda pa
ing lama 6 (enam)

pidana penjara pal

iliar rupiah).
banyak Rp1.000 000.000,00 (s3tV miliar rupiah)
any p1.000.
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mentara un“.lk p y
S e
anyaan tcnl[lng kclcnluzln pid'lnl d I I
(& ang alam piM Hn

ayat 1 KUHP dan P
Pasal 45 UU ITE ke lima responden (100%) |
o) Juga

m n' , S » 1
enjawab sudah mengetahui ketentuan tersebut

Gambar 5.4

Ketentuan Pasal 310 ayat 1 KUHP dan Pasal 45 UU
ITE

= Sudah Tahu = Ragu-Ragu = Baru Tahu Sekarang

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

Untuk memperoleh jawaban yang lebih akurat dari responden.
peneliti juga memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Yaitu

memberikan jawaban langsung dan lebih jelas dari pertanyaan semula agar
leh data yang lebih akurat.

g diajukan adalah menge

dapat dipero
nai kendala dan

Salah satu pertanyaan yan

etahui dalam pelaksanaan UU ITE.

masalah yang anda alami/k
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Tabel. 5.

S.K
endala dalgy, Implcmcntnni UUITE

Tabe| Pertanyaan Terbuka

N \3
& & F R W Lo
R O RIS RO PN
w8 Y & RO P AR &G D
QQ. \i\(‘ Q\) > \.‘& \3\ \)% L’b \‘S O \\b ' ﬁ:rﬁ o -: (S » ,’b‘ by
NG SRR R R SO S gt
™ \\u ‘\“ O Q‘: A \a o QP‘ 7?) & *?‘\ F C
Q@ g ¥ N & < & v
A w S § F & o ¢ >
A N & W« o 2
+ & I & K
R ¢ S

Nama baik, unsur-unsyr dari pasal pencemaran nama baik harus terpenuhj. Jika

unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka Seseorang tidak dapat dijerar dengan

Pencemaran nama baik.

Dalam pgj unsur dimuka umum, masih mempunyai penjelasan yang
l”*3l'b¢3da-beda, dimana dalam menentukan unsur dimuka umum itu didasarkan
Pada lempat, atay jumlah kuantitas orang, atau dari segi lainnya yang digunakan

dalam Menjelaskan unsur dimuka umum dalam tindak Pidana pencemaran namg
bajk
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umum tidak dapat diartikqp atau djje

laskan dengan pengertian b

ahwa dimuka
umum merupakan tempat umum

melainkan lempat umum merupak

an bagian
dalam unsur dimuka umypy

Dimuka Umum vang dim

aksudkan dengan orang
banyak atau be

berapa orang, maka tidak|ah harus diartikan sekelompe

ik orang atau
kerumunan orang,

lapt  dapat dikatakan banyak atay beberapa jika yang
mengetahui tindakan penghinaan agay Pencemaran nama baik tersebut lebih |
g g ! N dar

satu orang.

Ketentuan mengenai Pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KiUHP
mengenai penghinaan yang berbunyi:

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan alau nama baik seseorang dengan

Jalan menuduh dia melakukan sesuaty perbuatan dengan maksud yang nyata

akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara

selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 -~

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar vang disiarkan,
dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum
karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu

tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta
KOmentar—Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa arti dan
menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila sesecorang tdak
menyebutkan nama seseorang (anonim), maka perbuatan ini tidak memenuhi

unsur-unsur dalam Pasal 310 KUHP.
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I o ' ‘ll n n]ll L’ln n“l““ ‘1‘[' dlalu l(l] m
« ¢

KUHP. Bab XVI tentang Penghinaan Yang termuat dalam Pasal 310 s.d 342
die A8 S. .

KUHP. Melihat pada penjelasan R Soe

silo dalam Pas: 3 ili
0 dalam Pasal 310 KU11p dapat dilihat

bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni:
. < .

| Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KU}Pp)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini. maka penghinaan
. s C c

itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan

tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak)

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum
seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. cukup dengan perbuatan
biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP.
apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar. maka
kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut
menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau
gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, parbustan: e

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan

tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan ity dilakukan untuk membela

o div Dal al ini hakim
kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal

-be shinaan itu telah
barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghin
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dilakukan oleh terdakwa karena te

rdo .
fong membela kepentingan umum  atau

membela diri, jikalau terdakwa memingg liperi
untuk diperiksa (Pasal 312 KU IP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat d;
e langgap oleh hakim. sed:
. sedangkan dalam

sriksaan itu te
pemeriksaal ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak

benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal
311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini
adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia
diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan
umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu
tidak benar.

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian
yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP,
mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain
“menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu’,

“sundel”, “bajingan™ dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan

“penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R.

Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi  di

mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat

i~ : elengan,
kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan. dommgess BIESEES

aniayas api bila dilakukan tidak
dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila N

5 : inaan.
seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinad
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s Pengaduan palsu atay PEnEaduan firgp (Pasal 117k T
‘ |'

wapandhic SO dalam K
R Sup ' bukuny g Yang berjudul K iruh 1 ncdemg U ndemg ok
aong LK m

Pidana Bertkut Pengelasanmy me

mberikyn Uraian pas

hukuman dalam pasal ini ialah orang yang de

‘u.l l(‘l'-( hll' --ILIII ;h‘”-h M

ngan sengaja

a.  memasukkan surat pengaduan Yang palsu tentangy seseorang kepad
. Chada ru T i

negeri;

b.  menyuruh menuliskan sura Pengaduan yang palsy e Ing seseorang kepad
' . eseorang ada

pembesar negeri schingga kehormatan alau nama baik orang ity terser e

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 K| [P)
Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, yang diancam huk uman

dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suaty perbuatam yang

menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana.
misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuaty barang asal dari kejahatan di

dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan

kejahatan.

Pasal 317 KUHP:

(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberiiahuan
palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dind iskan. wentang

X lerse mCam Rare mu
seseorang schingga kehormatan atau nama_baiknya terserang, diance

; i ol ¢mpal lahun
melakukan pengaduan fimah, dengan pidana penjara paling lama emy

g o3 iyt uhkan
2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No | - 3 dapat dije



gementara dalam Pasal 220 KUHp:

«Barang siapa memberitahukan atay me, aduka
o $idow: Hadiehal meneet s Radukan bahwa telah dilakukan suatu

. [_bahwa itu tidak dilak -
dengan pidana penjara paling lamq satu tahun en;,rTa; _b:l—uq;‘da udn, ancam

UU No. T1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UL

ITE) yang dalam Pasal 27 ayat [3] UU ITE menyatakan-

“Setiap Orf"?g dengan sengaja, dan lanpa hak mendistribusikan danatau
mentransmisikan dan/atau membuar

. [ _dapat_diaksesnya Informasi Elektromk
dan‘atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau
pencemaran nama baik.”

Dalam UU ITE tersebut terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pencemaran

nama baik di sosial media yaitu : 1) Unsur kesengajaan dan tanpa hak 2) Unsur

mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi
dan/atau dokumen elektronik 3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik.

Menurut para penyidik tersebut apabila ketiga unsur diatas telah
terpenuhi, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan pencemaran nama
baik.

Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta
kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga bertujuan
untuk menegakkan keadilan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Pencemaran nama baik yang terjadi di sosial media saat ini sudah dianggap
sebagai bentuk ketidakadilan karena telah melanggar kaidah sopan santun.
Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama

Jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Kemajuan teknologi yang ada
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gaat ini tentu saja harus diikutj dengan regyasi
as| ydng ddpdl
melin

pcngguna teknologi itu sendiri

baik, konten dan konteks menjad; ' alau  pencemaran nama
Jadi bagjan yang sangat pen
. nting untuk dipahami.

Tercemarnya atau rusaknya nama baik
se :
Seorang secara hakiki hanya dapat dinilai
oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata |4 k
1
| N, korbanlah yang dapat menilai
secara subyektif tentang konten atay bagian m -
ana dari Informasi atau Dokumen
Elektronik yang ia rasa telah menye
yerang kehormatan atau nama baiknya
Konstitusi memberikan perlindungan terh
g rhadap harkat dan martabat seseorang
sebagai salah satu hak asasi manusi i i
anusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum
diberikan kepada korban, d i
p an bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat
menilai sama seperti penilaian korban.
Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dan
KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan
maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan.

mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah

dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan

maksud untuk diketahui oleh umum.

Maksud dari orang tersebut haruslah pribadi kodrati (naturlijk persoon)

ikarenakan pribadi

rsedbut ¢

exd 0o

ma baiknya tercemar

dan bukan pribadi hukum (rechts persoon). Hal (e

ki perasaan terhina atau na

hukum tidak mungkin memili
mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum
s atau wakilnya Yyang resmi, tetapi delik

direpresentasikan oleh pengurd
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Pcngh'mmn hanya dapat ditujukan Pada Pribad; kodrati
: Sama sepen;

pembunuhan
atau penganiayaan,

Menyerang pribadi orang lain dimaksud dengan delik penghinaan, dalam
pasal 27 ayat (3) UU I'TE ha) lersebuy bersifat subjekiif \r‘iak'-,u:ln}a WAOTANg
merasa telah lerserangnya nama baik atay kchurmalmm)a. Perasaan tersebu
merupakan hak penuh dari korbap, Korbanlah yang dapat menentukan bagian
mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atay
nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini tenty harus diimbangi dengan
kriteria-Kriteria yang lebih objektif.

Dalam  mempermasalahkan konten yang diduga memiliki muatan

penghinaan atau pencemaran nama baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,

yaitu (Sitompul, 2012);

a. Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas orang vang
dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi tertentu dan
bukan kepada pribadi hukum,bukan pula ditujukan kepada orang secara

umum, atau kepada sekelompok orang berdasarkan suku. agama. ras. atau
golongan.

Identitas dapat berupa gambar (foto), user name. riwayat hidup seseorang.

atau informasi lain lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang
dimaksud.

Identitas tersebut — meskipun bukan identitas asli — diketahui oleh umum

bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan
bukan orang lain.

Kriteria lain yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan
dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau
mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan
konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat
dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan, konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun

psikologi.
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Berbagai perlindun da
gai pe Ban hukum diberit an setelah disahk
I%a annva | :
undang Nomor Il tahun 2008 (/1) | i
I'T. dimana perlindungan tersebust 4
| ersetut dilak ukan
mengatur segala kegi net
muk g g eglatan yang memanfaatkan fasilinas inter b
. webaga

medianya. Namun  demikian UU ITE ini masih menuai benyak komtrs &
. ¥ ira Jdaiam

7/

penerapannya. bahkan ditemui berbagai macam hambatan dalarm pe | ak sanaann; a

Beberapa hambatan dalam menerapkan pasal 27 1t (11 duems “',—r
pcncgak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti diketahui bahwa hasi| dalam
wabel 5.5 terlihat bahwa hambatan yang ditemui diantaran;a -

|. Kurangnya barang bukti dan bukti yang disampaikan tidak akurat

> Pelapor tidak mengerti dengan apa yang menjadi masalah utama dar) pelaperas

tentang pencemaran nama baik melalui sosial media.

3. Sulitnya pengumpulan bukti-bukti

4. Terdapat penafsiran yang berbeda tentang pencemaran nama baik meciaiu

sosial media

5. Sulit ketika melakukan penyitaan barang bukti

Jaksa penuntut umum dan penyidik untuk

6. Terdapatnya keraguan dari
uk sudah memenuhi unsur penCCmaras

menentukan apakah pelaporan yang mas

nama baik.
cemaran nama hath melalus

7. Tenaga ahli yang kurang dalam penangan kasus pen

sosial media.
' ” pama baik melalu
Berkaitan dengan barang pukti dalam pencemaran
{ bukti mempuns 3l peranaan

hatikan bahwd ala

na. Sepert! rercantum Jalam Pasal

sosial media, hal yang harus dipef
penting dalam pembuktian suatu tindak pida
pukti yang sah adalal

184 ayat [1] KUHAP yang termasuk alat
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|. Keterangan saksi;
5. Keterangan ahli;
Sementara yang termasuk ke dalam barang bukti sesya; P

asal 39 ayat (1)

KUHAP adalah:
I. benda atau tagihan tersangka atau terdakyq yang seluruh atau sebagian
diduga diperoleh dari tindakan pidana alau sebagai hasi| dari tindak pidana:

2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak

pidana atau untuk mempersiapkannya;

3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak

pidana;

4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana:

5. benda lain yang mempunyaij hubungan langsung dengan tindak pidana yang
dilakukan.

Dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan
sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, menurut R. Soesilo.
Supaya dapat dihukum maka pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan
cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud
tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Oleh karena itu, tidak ada
ketentuan yang menyebutkan bahwa barang bukti berbentuk surat diperlukan
dalam membuktikan pencemaran nama baik secara lisan. Yang terpenting adalah
bahwa tuduhan tersebut dilakukan di depan orang banyak. Hal ini berbeda dengan
Pencemaran nama melalui sosial media. Penggunaan media dalam melakukan
Peéncemaran nama baik tersebut dapat berupa tulisan (surat) atau gambar baik

> baik
Se€cara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pencemaran nama bai



63

Jengan tulisan, maka surat atay BAmbar tergey dibutuhk ba
an sebagai bukti adanya

emaran nama baik tersebug

pene

Unsur muatan penghinaan ¢
anvatay pen
Lem

aran nama baik g diatur

3
Jalam Pasal 27 ayat (3) UL 171 mengacy pada Kl P Dijelask hah
ciaskan Wa

esensi penghinaan atau pencemaran nama hajk daf
am UU ITE dan KUMP

ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama ik orang lain de
i N dengan mak sud

untuk diketahui oleh umum. Oleh karena iU, perbuatan  mendistribusik
’ . AIsIriPusican

mentransmisikan, - membuat - dapat - diaksesnya  dalam pasal . r
b i arusia

dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain den
( 147 % 13

maksud untuk diketahui oleh umum.

Selain penggunaan pasal 27 UU ITE tersebut dapat dilihat pula dalam
Pasal 310 KUHP merupakan dasar atas delik penghinaan karena sifatnya yang
generalis. Penerapannya pun selain dapat berdiri sendiri juga dapat dikumulasikan
dengan pasal penghinaan dalam UU ITE, sehingga dapat diterapkan pada sezala
macam bentuk penghinaan baik bersifat konvensional maupun yang menggunakan
sarana elektronik.

Perbedaan mendasar dari kedua pasal tersebut adalah pada ketentuan
sanksi pidananya. Sanksi pidana dalam Pasal 310 KUHP adalah pidana penjara
paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp+.300.-
Sedangkan, sanksi pidana Pasal 27 ayat (3) lebih beral yakni pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl miliar

Hal lain yang perlu menjadi perhatian bahwa dalam proses penyidikan

o near 97 avat (3) LU LTE
dan penuntutan, penerapan beberapa unsul dalam Pasal :

il pad: | adalah sama
Maupun penerapan Pasal 310 KUHP secard materiil pada prinispaya st



~nsar kesengajaan”. Unsur vang dianggap tidak mudah
untuk dibuktikan dalam

al 27 ayat (3) UU
Pasal ITE adalah yngy

Mt"ldt_tlnbmahm dan atau

i diu&“’*‘"_\u Informas;
Elekronik. Pembuktian unsur terseby vane

meniransmisikan  dan atau  membygy

Dokumen

seringkali tidak dapat dilakukan
sendiri oleh penyidik.

Hambatan lain dalam pencrapan Pasal 27 ayar (3) Uy ITE sering terjadi

e e pembuktian terhadap kebenaran Integritas perangkat sistem elektronik
atau informasi/dokumen elektronik yang menjadi barang bukti (baik sebagai ala:
maupun sarana) perbuatan pidana. Untuk membuktikan hal tersebut. dibutuhkan
pengetahuan yang baik dari penyidik terhadap teknologi informasi. Oleh karena
itu Keterangan Ahli ITE sangat dibutuhkan dalam persidangan pada saat
dilakukan pembuktian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam
proses pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan mengenai cara bagaimana
pengenaan pembuktian pidana dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka
melakukan perbuatan pidana diatur di dalam hukum pidana formal atau KUHAP.
Van Bemmelen menyatakan bahwa, “limu hukum acara pidana mempelajari
peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara. karena adanya dugaan tejadi
pelanggaran undang-undang pidana”.**

i ik ebabkan
Perkembangan yang pesat bidang reknologi elektronik menyeba

. tvi arektronik. Khususnya pada
terjadi pergeseran pandangan umum mengendl bukti elektronik. KRS

am Teori dan

—

M Pi dal
Andi Z kum Acara idana
i Hamzah, Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasnl, Hu

. 2
Praktek, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004). him,



proses pembuktian dj persidangan

pembaharuan hukum khususnya bukt;

Jika dikaitkan dengan kasus-kasus teknologi informasi. maka tentulah

pembuktian dari kasus-kasus tersebut masih menjadi masalah yang perly dihadapi.
Sering kali para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku
karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana
Indonesia. Sementara upaya penjeratan terhadap pelaku-pelaku kejahatan di dunia
@harus tetap dilakukan. Sehingga upaya yang paling memungkinkan adalah
perluasan alat bukti sebagai solusi dari penegakan hukum di bidang teknologi
informasi, °
KUHAP saat ini memang belum mengatur secara tegas mengenai alat
bukti elektronik yang sah. Namun demikian, perkembangan peraturan perundang-
Undangan yang ada setelah KUHAP menunjukkan adanya kebutuhan untuk

ini an perundang-
Mengatur alat bukti elektronik. Saat ini ada beberapa peraturan p

istensi alat bukti elektronik
Undangan yang secara parsial telah mengatur eksistens! al

i Informasi,
" Dikdik satris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum T€
- Arief Mansur dan Elisatris ]

(Bandung: Refik Aditama, 2005), him. 1-2.
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Berangkat dari adanya kebutihan terhadap pe
LU ——

" (l. ' "l 'f‘.h lllﬂhlldt l“"“m kg

akuan terhadap alat bukti elektronik i »alam
N elektronik inj Dala
pen PERgaturannys slat begss

clektronik dalam UUITE diatur dalam BAR (1) lentang Informas:. dok
L Gnkumen fan

tanda tangan ckektronik, serta pasal 44 Undang-Undang ITF i pasal § (1

ITE telah secara tegas dinyatakan bahwa informasi atay dokumen elekironik
beserta dengan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah [ ebih lanput dalam
Pasal 5 ayat (2) lebih menegaskan lagi bahwa informasi atau dokumen clekeronis
heserta dengan hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukt yang sabh sesum
dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa

alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia

di berbagai peradilan termasuk juga peradilan arbitrase.

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jemis vang

beragam, seperti surat elektronik, situs-situs pada jaringan internet, lavanan pesan

singkat, video, electronically stored information (ESI)™, foto digital, compuler-

generated documents and data files, termasuk hasil cetak dan informasi tau

| . tiki
dokumen elektronik lainnya. Tiap jenis alat buku clektronik terscbut mem:

iy . lised ®
“ ESI adalah “information created, manipulated, com d stored, and bn.ull
dignal form, recuiring the use of computer har
Withers Electronically Stored Information. the December 200 and |
l_lule; of Civil Procedure, Northwestern journal of Technology

Spring 2006,

——— Property



67
knraklcrislik secara teknig yang

3 *abs N tersends
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i wena  jty
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Ukum mep
HC""‘Drwr|
"P-prinsip

Pcmwmpulnn. penganalisaan, serqq Penyajian a1 b
. alat byky

i elelrrm'k

' Yang her; .

itu, Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan, — ragam
atura

n dan putusan

> - yang lebih
spesifik yang dapat dijadikan pedomap, ¢, s i
. alam memeriksa a)at bukt,

s CiCklr'Jn[k
paik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dj pere;
Persidangan. Pengatur:
. gaturan

atay
patokan tersebut dapat melalui peraturan  pembentykan peraty dib
ran dibawah

undang-undang, penafsiran hakim (welin!epre!arie) dan penemuan huk
uKum

(rechtsvinding) oleh hakim.,

Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari hakim dalam

melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Dalam penafsiran
hukum bukti elektronik ke dalam bentuk barang bukti atau alat bukti surat
maupun petunjuk ini menggunakan metode penemuan hukum yaitu Interpretasi
Ekstensif adalah penafsiran dengan cara memperluas kata-kata vang tedapat
dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.
Dalam metode interpretasi ekstensif hakim akan memperluas kata-kata vang
terdapat dalam Undang-undang, sehingga akan berkaitan dengan peristiwa yang
terjadi.

Berdasarkan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, pendekatan

' : : ' ik yaitu
Interpretasi  yang  dilakukan hakim  mengenal bukti ~ elektron

s 1, asi [erhad;lp bukn
memasukkannya ke dalam bentuk surat atau petunjuk. [nterpretas!

I . oat belum diakuinya
elektronik sangat memungkinkan untuk dilakukan, menginga!

Bukt elektronik juga

keberadaan bukti elektronik pada perkara pidana umum:
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- diinterpretasikan ke dalam jenis barang buktj. Barang bukti adalah benda

enda Yang dipergunakan untuk memperoleh hal-ha| yang benar-h

wduhkan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum Yang memilikj Wewenang untuk
melakukan penemuan hukum dapat menginterpretasikan bukti elektronik sebagai
perluasan dari alat bukti surat atau Petunjuk yang Merupakan alat buk; yang sah
menurut Pasal 184 KUHAP. Pada saat bukg; elektronik dinyatakan oleh hakim
sebagai perluasan dari alat bukti surat atay petunjuk, maka buktj elektronik dapat

dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan dj persidangan
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Konsep hukum yang diterapkan tenty S terkai

dengan pelak sanaan

tlt [ RV 2V
manusia, oleh karena it politik pemidanma, SUNEAt ditentukan
“angat

”l",rm,i,u,
Casasi manusia, Dalam perkembay
glCh h"k P Ian hllkllll’l maodern menun)ullan
adanya penghargaan lebih tinggi terhadap kebebasan berekspresi dan jamin

\ ’ wan

rerhadap hak asasi manusia secara integratif, Berdasarkan hal tersebut maka has

penelitian yang telah dilakukan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut, :

I. Para penyidik telah menerapkan pasal 27 UU ITE terhadap kasusbkasus
pencemaran baik yang saat ini marak terjadi di sosial media. Setiap laporan
yang diterima berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui sosial media
penyidik akan mencari unsur-unsur yang menjadi ukuran dalam pemeriksaan
setiap tindak pidana pidana pencemaran nama baik tersebut. Unsur dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau

' lektronik yang
membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen ¢

, .n nama baik menjadi
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran na

Selain itu penyidik juga akan mengacu pada

diatur dalam KUHP pada pasal Pasal 310 ayat
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rerlihat dalam hasil dalam tabel 5 5§ bahwa hambatan y
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Hambatan yang dihadapi penegak hukum q

_ Pelapor tidak mengerti dengan apa Yang menjadi masalah
a

a
am menerapkan Pasal 27 L1 rry

ang ditemy,

’ilaﬂ!ar‘n:, \
Kurangnya barang bukti dan bukij yang disampaikan tidak ak
g a

urat

UWlama dar:
pelaporan tentang pencemaran nama baik mela|y; sosial media

_ Sulitnya pengumpulan bukti-bukti

Terdapat penafsiran yang berbeda lentang pencemaran nama baik melahu

sosial media

. Sulit ketika melakukan penyitaan barang bukti

Terdapatnya keraguan dari Jaksa penuntut umum dan penyvidik unmuk
menentukan apakah pelaporan yang masuk sudah memenuhi unsur

pencemaran nama baik.

- Tenaga ahli yang kurang dalam penangan kasus pencemaran nama baik

melalui sosial media.

4.2. Saran

2,

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan penyidik Polri, maka sosialisasi
dari peraturan UU ITE harus dilakukan sampai tingkat Polsek.

ainnva yang akan
Melakukan konsolidasi dengan aparat penegak hukum lainnya
nia maya agar diperoleh

Menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan du

; anannyd
Kesamaan persepsi dan pendapat dalam penanganani
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\ th. Responden
Terima kasih, anda telah bervedin antuk menghel kneshaner ini

Ruedoner  Inl merupakan  wrans  antuk  pengempulan  data dan  informasi mengenai

keannan | ndang | adang Nomar 11 tahan 1008 tentang Informact dan T ransaksi
Piekironik, khusuenya vang terkalt dengan macalah pencemaran nams haik melalui sosinl
medin

Penvebaran kuestoner inl dilakakan oleh dosen Fakaltas Hakam | bhars Jays dalem ranghs
mendapathan macakan dari lapangan

Sehubungan dengan makend tervebut. anda diminta antok menjawash wiiap pertany saan
dulam kuesioner inl dengan jujur, aps adansa dan wesnai dengan yang anda slemi  Dengan
memberd jawaban jujur, berarti anda telah berkontribusi positip datam memberikan mesubkan
hagi prmerintah tentang penvelenggarsan undang wndang tervehur

Tidak nda konsehnenst apapun vang timbul dari jawaban yang anda heriban darl kaesioner i
knrenn hasil jawaban anda hanva dipergunakan untuk kepentingan penelition

Terima kasih

I INFORMAST RESPONDEN

Nomor Urat (Kosonghan)

Nama Responden

lenn helamm

Uk

Pendidihan a SMA b D} ¢S d S22 esS
Bidang Pekorjaan

Juhatan

Masa hera

I PELARSANAAN UNDANG-UNDANG

A 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik di sosial media yaitu 1) Unsur kesengajaan dan ‘anpa
hsk ?) Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksewnya nformas
dan stau dokumen clektronik 3) unsur memiliki muatan penghinaan Jan atau pencemaran
nama bak

& Sangat setuju b. Setuju ¢ Tidak Tahu

B Pasal 310 ayat (1) KUHP, mencrangkan bahwa, “menghina” adalah ~ menycrang kehormatan
dan nama Daih soxcuiang

Pasal 27 ayal (3) UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dun tnpe Nk Mendisinbusdkan
dan alay mentransmisiban dan atau membuat dapal diaksesiny s mIormiasi clekironik tan stau
Mmm)wmwauummmwuh

Pencemaran nama baih dalam hetentuan UU ITE diarukan cbagal perbusian menyerang
hohormalan alay nams Dalh scscoreng Jdongan menudubhan sesuaiu Dol yany maksudny s
lofany >upe) @ el iy dihotahs wiiuu




pertanyadn :
| Apakah anda sudah mengetahui perihal ketentuan ini?

gudah tahu b. Ragu-ragu ¢. Baru tahu sekarang

). Sebutkan kendala dan masalah yang anda alami/ketahui dalam pelaksanaan UU
tersebut!

ITE
3. Apa saran anda agar pelaksanaan pasal 27 UU ITE tersebut dapat berlangsung dengan
baik?

. Pasal 56 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian
bagi orang lain"

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipic_iana deng::
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling bany
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pertanyaan :
1. Apakah anda sudah mengetahui perihal ketentuan ini?

¢. Baru tahu sekarang
a. Sudah tahu b. Ragu-ragu

. hui dalam pelaksanaan pasal 36 UU
Jah yang anda alami/keta
2. Sebutkan kendala dan masa
ITE tersebut!

..................................
--------------
--------------

---------------
-------------

___________________________
............

e i e

o .
e e -

e

anda agar pelaksanaan pasal 36 UU ITE tersebut dapat berlangsung dengan
3. Apa saran ¢
baik?

————————

.............................



---------------------

----------------

----------------------
-----------------------

-----------------

-------------------------------------
--------------------

...................

pasal 310 ayat (1) KUHP

g siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan
sesuatu hal, yang nu}ksudnya terang supaya hal it diketahui umum, diancam Karena

acemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling
hanyak empat ribu lima ratus rupiah.

pasal 45 UU ITE

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat

(2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dar/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pertanyaan :

|. Apakah anda sudah mengetahui perihal ketentuan ini?

b. Sudah tahu b. Ragu-ragu ¢. Baru tahu sekarang

2. Sebutkan kendala dan masalah yang anda alami/ketahui dalam pelaksanaan pasal 45 UU
ITE tersebut!

-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------
-----------------------------------

3. Apa saran anda agar pelaksanaan pasal 45 UU ITE tersebut dapat berlangsung dengan
baik?

_____________________

_________________
--------------------------------
-------------------------------------

E. Apakah dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 27 UU ITE, anda mengalami atau mengetahui
masalah-masalah sebagai berikut :

Pilihan Jawaban Anda
Y Tidak
Kendala/Masalah - e

iati asli
Pengguna sosial media tidak menggunakan nama

i hinaan
Korban tidak melaporkan pencemaran nama baik dan/atau penghin
yang dialaminya

cat di bidang Teknologi
: " a alat dan perangkat : ;
i mfr;is‘t:;‘:t;\‘ll(;seuntuk memantau kegiatan sosial media yang
Informasi yang

ada

Kesulitan dalam pcngumpula.n alat bukti

i i
esulitan dalam pencarian saks

N
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Rﬂ‘ t)r&sﬂEﬁﬁKTRoNIK NOMOR!11 TAHUN 2008
KASUSIPENCEMARANINAMAIBAIK/DI/SOSIAL MEDIA
(§STUDIKASUSEISUBDITIIV, CYBEE:TME POLDA METRO JA

YA |

F

DL AT,




waktu scketika atau waktu singkat saja. disebut juga dengan aflopende delicten.
Sebaliknya. ada tindak pidana vang dirumuskan sedemikian rupa sehingga
teriadinya tindak pidana o herlangsung lama. yakni wtelah perbuatan dilak ukan,
tindak midana tu mash berlangeung terus menerus  yang disehut  dengan
voordurende delicten Tindak prdana ini juga dapat disehut wehaga tindak prdana
vang mencipiakan custu keadaan yang terlarang

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak prdana umum dan
tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku [l dan Buka
HI). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pwdana yang
terdapat di luar kodifikasi KUHP.

Dilihat dan seg) subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana commuma
(undak pidana vang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria
(undak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang vang berkualitas tertentu).
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada
semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut vang khusus hanyva
dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawa
negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan Tindak pidana
biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dJdilakukannya
penuntutan terhadap pembuatnya dantidak diisyarstkan adanya pengaduan dan
yang borhak Sementara iy, tindak aduan adalah tndak pidana yang dapat



